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ABSTRAK 

Putusan hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian 

Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) karena menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia yang berasal dari luar partai politik. Ketidakpastian 

hukum tersebut mengakibatkan hakikat keberadaan DPD RI sebagai 

masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya, berpotensi akan dirugikan 

dengan norma Pasal 182 huruf l UU Pemilihan Umum, sepanjang frasa 

“pekerjaan lain” yang dalam penjelasannya tertulis Cukup Jelas, dan 

tidak dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud pekerjaan lain, 

apakah diantaranya termasuk aktif sebagai pengurus partai politik. 

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, serta bagaimana implikasi 

terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library 

research) yang bersifat preskriptif analitik dan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer 

dalam penelitian ini adalah putusan dan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dair sumber kepustakaan baik 

berupa buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar 

pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi melalui 

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 sudah memenuhi unsur kepastian 

hukum dan keadilan karena telah memberikan jalan keluar dari masalah 

hukum dengan menegaskan hakikat keberadaan Dewan Perwakilan 

Daerah sesuai dengan UUD 1945 yang seharusnya anggota DPD 

berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sesungguhnya memahami 

kebutuhan daerah dan bukan berasal dari partai politik. Implikasi dari 

putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Mahkamah 
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Konstitusi  memunculkan suatu norma hukum, yaitu Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan 

kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota 

DPD. Perubahan yang mendasar dapat dilihat dalam Pasal 60A yang 

menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal dari 

pengurus partai politik. Jika ada yang menjadi pengurus partai politik, 

diwajibkan untuk mengundurkan diri kedudukannya sebagai pengurus 

partai politik. 

Kata Kunci: Pengurus Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah, 

Putusan Mahkamah Konstitusi. 
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MOTTO 

 
Berangkat dengan penuh keyakinan 

Berjalan dengan penuh keikhlasan 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan 

 

 

Yakin, Ikhlas, dan Istiqomah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

melalui empat tahap amandemen yang dimulai pada tahun 1999 

hingga 2002 telah menghadirkan lembaga-lembaga negara baru 

di Indonesia. Salah satu lembaga baru tersebut adalah Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Secara formal konstitusional, DPD 

terbentuk dan di sahkan sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 

dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 9 November 2001. 

Namun secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada tanggal  1 

Oktober 2004 yang di tandai oleh pelantikan dan pengambilan 

sumpah janji para anggota DPD sebagai hasil pemilu pada 

tanggal 5 April 2014.
1
 Berdasarkan perubahan UUD 1945 

tersebut, gagasan pembentukan DPD diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam menstimulasikan secara positif 

kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan di 

daerah dalam kebijakan yang berpihak pada warga negara, yang 

lebih banyak di daerah
2
 sehingga akan mendorong kemajuan dan 

kesejahteraam masyarakat serta mempertahankan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesi Keberadaan DPD sebagai 

salah satu komponen penting dalam lembaga legislatif yang 

menambah kekuatan bagi representasi politik rakyat dalam 

                                                           
1
 Robert Endi Jaweng, dkk, Mengenal DPD-RI: Sebuah Gambaran 

Awal (edisi revisi), (Jakarta: Institute for Local Development, 2006), hlm. 103. 
2
 DPD RI, Pengkajian Positioning Fungsi Pengawasan DPD-RI dalam 

Musrenbang, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013), hlm. 43. 
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struktur kenegaraan. Berbeda dengan DPR sebagai komponen 

yang mempresentasikan partai politik dengan konstituennya yang 

terbatas sehingga dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat secara 

menyeluruh.
3
 DPD lahir sebagai salah satu upaya untuk 

memastikan bahawa daerah memiliki wakil untuk 

memperjuangkan kepentingannya secara utuh, adanya DPD 

mengandung makna bahwa ada suatu Lembaga yang mewakili 

kepentingan di kepentingan golongan, komunitas yang syarat 

dengan kepentingan tersebut. Para wakil perwakilan daerah 

tersebut bukanlah wakil dari suatu golongan atau komunitas di 

daerah yang berbasis ideologi seperti partai politik. DPD 

hakikatnya adalah sebagai representasi daerah yang seharusnya 

tidak boleh berasal dari Partai Politik dan berpotensi melahirkan 

perwakilan ganda.  

Gagasan dasar mengenai pembentukan DPD adalah 

keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus 

memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses 

pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan daerah. 

Ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur 

keberadaan DPD dalam sturuktur ketatanegaraan Indonesia yaitu 

dimaksudkan untuk menciptakan check and balances di tubuh 

parlemen itu sendiri, agar produk perundang-undangan yang 

dibuat lebih bersifat aspiratif.
4
 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 49. 

4
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), hlm. 106. 
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Dalam pemilihan anggota DPD setiap daerah mewakili 

empat wakil daerah. Dari empat wakil tersebut merepresentasi 

daerah perwakilan dimana daerah tempat pemilihan. Perwakilan 

ini merupakan wujud hak-hak rakyat untuk menentukan haluan 

negara melalui wakil dari seluruh rakyat yang berkedudukan 

sebagai wakil daerah dan yang menempati lembaga 

perwakilan/parlemen oleh karena itu, anggota DPD yang dipilih 

sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum yang secara hukum 

dapat dinilai adil. Untuk memilih anggota DPD, calon tidak 

didasarkan pada partai melainkan perorangan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengakomodasi anggota MPR dari utusan 

daerah dan golongan yang sudah dihapus.
5
 

Desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah 

sebagai representasi daerah yang merupakan lembaga legislatif 

yang membawa dan memperjuangkan asprasi dan kepentingan 

daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Pengaturan tentang 

calon anggota DPD pertama kali dinormakan dalam Pasal 63 

huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 

DPR, DPD, dan DPRD. Pasal ini menyatakan bahwa syarat calon 

anggota DPD salah satunya adalah tidak menjadi pengurus parpol 

sekurang-kurangnya empat tahun yang dihitung sampai dengan 

pengajuan calon. Namun pada tahun 2008, putusan MK Nomor 

10/PUU-VI/2008 mengubah aturan tersebut. Melalui putusan 

tersebut, MK menyatakan bahwa anggota partai politik boleh 

turut serta sebagai peseta pemilu dari calon perseorangan dalam 

                                                           
5
 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi 

Pasca Orde Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 100. 
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pencalonan anggota DPD. Sebagai implikasi dari putusan MK 

tersebut, pada masa bakti 2014-2019 setidaknya ada 70 anggota 

DPD berafiliasi dengan partai politik.
6
 

Namun demikian, fenomena banyaknya anggota DPD yang 

masuk kedalam partai politik, patut dipertanyakan legitimasi 

DPD dari sisi keterwakilan daerahnya. Sebab dengan masuknya 

ke dalam partai politik, anggota DPD yang semula diharapkan 

masyarakat memperjuangkan kepentingan daerah akan 

dibenturkan dengan kepentingan partai politik. Hal ini 

dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan dalam lembaga 

legislatif di Indonesia dan resistensi terhadap indepensi atau 

kenetralan DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 

daerah di tingkat pusat. Namun jika dilihat pada praktiknya, 

anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik, terutama 

yang menjadi pengurus parpol, tidak bisa menghindari terjadinya 

benturan kepentingan antara partai politik dengan kepentingan 

daerah. Hal ini dapat dibuktikan saat adanya revisi tata tertib 

DPD tahun 2017 yang merevisi masa jabatan pimpinan DPD dari 

lima tahun menjadi dua tahun lima bulan. Pada saat berjalannya 

sidang tata tertib, sempat terjadi kericuhan di tubuh anggota 

DPD, meskipun pada akhirnya tata tertib tersebut tetap disahkan.
7
 

Hal ini menurut penyusun dapat mengakibatkan berubahnya 

                                                           
6
 IPC, Jumlah Afiliasi Anggota DPD dalam Partai Politik, 

http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg., Akses tanggal 3 

Februari 2019. 
7
 Nabilla Tashandra, Ricuh Rapat DPD, Anggota ini Tarik Rekannya 

dari Podium hingga Jatuh, 

http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggot

a.ini.tarik.rekanya.hingga.jatuh, Akset tanggal 3 Februari 2019. 

http://ipc.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis.jpg
http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekanya.hingga.jatuh
http://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/19022861/ricuh.rapat.dpd.anggota.ini.tarik.rekanya.hingga.jatuh
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original intent (makna asli) pembentukan DPD sebagai 

representasi daerah menjadi representasi politik. 

Di sisi lain, anggota DPD yang masuk ke dalam partai 

politik berpendapat bahwa bergabungnya anggota DPD dalam 

partai politik adalah upaya untuk menguatkan lembaga DPD. 

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD RI sekaligus Ketua 

Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dalam wawancara di 

KompasTV mengatakan bahwa:
8
 

“Keinginan teman-teman di DPD sekarang ini merubah 

sistem untuk memperjuangkan kepentingan DPD itu sendiri 

yaitu dengan cara bergabung dengan sebuah partai dan 

dapat menyuarakan aspirasi DPD itu di dalam DPR, yang 

sebenarnya keseimbangan antara DPR dan DPD”  

 

Putusan terbaru mengenai DPD yaitu Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 

182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, telah memberikan kejutan kepada berbagai 

kalangan. Hal ini dikarenakan bunyi putusan tersebut menyatakan 

bahwa pengurus partai politik dilarang merangkapan menjadi 

anggota DPD terhitung sejak Pemilu 2019 dan seterusnya. Hanya 

saja, jika ada anggota/pengurus partai politik yang sudah 

mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tetap 

diperkenankan dengan syarat mengajukan pengunduran diri 

sebagai partai politik. Putusan ini sebagai jalan melakukan 

penataan kembali kelembagaan parlemen yang menjadi lebih 

                                                           
8
 Kompas TV, Progam Kompas Malam: Politisi Jadi Anggota DPD? 

(Bag 2), http://www.youtube.com/watch?v=Ao0xaBToc0k, Akses tanggal 03 

Februari 2019. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ao0xaBToc0k
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baik. Maka dalam penilitian ini, penyusun tertarik untuk mencoba 

menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi 

berjudul “Larangan Pengurus Partai Politik Untuk Menjadi 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, 

maka rumusan masalah yang akan penyusun kaji adalah sebagai 

berikut: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 

Huruf l Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum? 

2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf l 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

26 Tahun 2018? 

 

C. Tujuan dan kegunaaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan 

rumusan masalah, maka tujuan dibuatnya penelitian ini 

adalah: 
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a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim 

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30/PUU-

XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 Hurul l Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

b. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi 

Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya 

dibidang Hukumn Tata Negara. Skripsi iini diharapkan 

dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan 

terkait dengan kajian mengenai analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang 

Uji Materi Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

masukan atau sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah, 

DPD RI dan/atau pihak terkait untuk dapat 

mengoptimalisasi sistem pemilihan umum di Indonesia. 

Selanjutnya, dalam skripsi ini menjadi bahan masukan 
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terhadap pemerintah agar kedepannya tidak terjadi lagi 

dualisme judicial review di Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap 

penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan 

penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, sebagai berikut: 

Grimaldi Anugrah Putranto dalam skripsi berjudul 

“Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan 

daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik” menjelaskan 

bahwa problematika yang dialami oleh keanggotaan DPD adalah 

ketika Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengiklarkan 

dirinya beserta para anggotanya dengan terlibat secara aktif 

disalah satu parpol.  Seiring dengan terpilihnya OSO, sejumlah 

anggota DPD yang lain ikut bergabung ke partai politik. Menilai 

kinerja DPD pada tahun 2010-2014 yang relatif baik dalam segi 

pengawasan dan memberi pertimbangan kepada DPR terkait 

Rancangan Undang-Undang (RUU), sebaliknya kinerja DPD 

pada tahun 2014-2017 menurun dan banyak menuai kritik oleh 

masyarakat. Melihat kinerja yang menurun tersebut, banyaka 

kalangan dari masyarakat yang kecewa terhadap kinerja anggota 

DPD. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPD dengan 

melihat tingkahnya yang tidak sesuai lagi dengan semangat 

kedaerahan.
9
 Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ketika 

                                                           
9
 Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematika Pengaturan Keanggotaan 

Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik”, Skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018), hlm 78-82. 
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lembaga yang lahir dari tuntutan reformasi dengan semangat 

kedaerahan yang mampu mebawa kepentingaan daerah ke tataran 

nasional serta mampu menjadi kamar pembeda dari DPR, malah 

memunculkan problematika ketika DPD masuk dan menjadi 

kader atau pengurus Parpol. 

Masnur Marzuki dalam tulisannya “Analisis Kontestasi 

Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaan” 

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan 

yang terbatas terdapat empat persoalan dalam menganalisa 

kendala yang di hadapi oleh DPD. Pertama, persolan DPD yang 

dipicu oleh format kerja dan struktur kelembagaan yang belum 

memadai. Kedua, persoalan komposisi keanggotaan DPD. Ketiga, 

persoalan lemahnya derajat penerimaan DPD.
10

 Dalam penelitian 

tersebut, kehadiran orang-orang partai politik dalam DPD akan 

mempengaruhi keberadaan DPD di masa mendatang dan 

diharapkan keberadaan tersebut mampu memompa semangat 

DPD dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah. 

Moh Wahyudi dalam skripsi berjudul “Implikasi Putusan 

MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf 

l  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap 

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” 

menjelaskan bahwa sejak putusan putusan tersebut dibacakan 

                                                           
10

 Masnur Marzuki, “Analisis Konstestasi Kelembagaan DPD dan 

Upaya Mengefektifkan Keberadaan,” Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 (Januari 

2008), hlm 97-98. 
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secara normatif  belum ada proses  legislasi baik dalam 

perencanaan, pengajuan, dan pembahasan RUU di DPR RI yang 

berkenaan dengan kewenangan DPD RI berdasarkan Pasal 22D 

UUD NRI 1945. Padahal putusan MK mempunyai sifat final dan 

mengikat (final and binding).
11

 

Berdasarkan kajian terdahulu ada terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian. Persamaan terletak pada lembaga 

perwakilan yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan, perbedaan 

terletak pada dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

30/PUU-XVI/2018 dan semangat dari good governance. Dalam 

penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan 

hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dan 

implikasinya terhadap peraturan komisi pemilihan umum. Secara 

garis besar penelitian ini berbeda dengan apa yang dirujuk diatas, 

dikarenakan dalam putusan ini masih banyak diperdebatkan oleh 

beberapa pihak terkait dengan amar putusan yang kontroversial 

dan berakibat terhadap penyelenggaran pemilihan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Moh. Wahyudi, “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 

tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi Legilasi 

Dewan Perwakiloan Daerah Republik Indonesia, skripsi Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), Hlm. 

136-138. 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Negara Hukum 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah 

rechstaat atau dapat difahami sebagai the rule of law yang 

merupakan suatu teori tentang legalisme hukum yang 

mengandung arti bahwa keadilan dapat dilayani melalui 

pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak 

memihak, tidak personal dan otonom.
12

 Perkembangan 

tentang negara hukum tidak dapat terlepas dari sejarah, sebab 

rumusan mengenai negara hukum hukum terus berkembang 

mengikuti perkembangan manusia. Oleh karena itu, dalam 

rangka memahami secara tepat dan benar mengenai negara 

hukum, perlu memahami terlebih dahulu gambaran sejarah 

perkembangan politik dan hukum yang mendorong lahir dan 

berkembangnya negara hukum.
13

  

Istilah negara hukum dikenal dengan rechtstaat atau the 

rule of law. Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara 

hukum yang disebutnya dengan istilah rechtstaat itu 

mencakup empat unsur, yaitu pertama, perlindungan hak asasi 

manusia (grondrechten), kedua, pembagian atau pemisahan 

kekuasaan (scheiding van machten), ketiga, pemerintah 

berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van hetbetuur), 

keempat, peradilan administrasi (administratieverechtspraak). 

                                                           
12

 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: 

Erlangga, 1985), hlm. 171. 
13

 S.F Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol. 4 (1997), hlm. 9. 
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Sedangkan, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga unsur 

penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan 

istilah the rule of law, yaitu pertama, supremasi hukum 

(supremacy of law), kedua, persamaan di depan hukum 

(equality before the law), ketiga, konstitusi berdasarkan atas 

hak-hak asasi manusia (constitution based on human rights).
14

 

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seta semakin kompleksnya 

kehidupan masyarakat pada saat ini, menuntut pengembangan 

prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa 

menjadi inspirasi dalam perkembangan prinsip negara hukum 

adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi 

manusia. Pada saat ini terdapat dua belas prinsip negara 

hukum, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), 

persamaan dalam hukum (equality before the law), asas 

legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan 

(limitation of power), organ pemerintahan yang independen, 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata 

Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, perlindungan HAM, 

bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan 

tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.
15

 

                                                           
14

  Padmo wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ind-

Hill Co, 1989), hlm. 30. 
15

 Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162. 



13 

 

Berdasarkan prinsip negara hukum, dapat disimpulkan 

bahwa sesungguhnya yang memerintah adalah hukum itu 

sendiri, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan 

hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada supremasi 

konstitusi. Hal ini mengandung arti bahwa dalam sebuah 

negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. 

Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari 

negara hukum, supremasi konstitusi juga merupakan 

pelaksana demokrasi, karena konstitusi adalah wujud dari 

perjanjian sosial tertinggi.
16

 Oleh karena itu, aturan-aturan 

dasar konstitusinal harus menjadi dasar dan dilaksanakan 

melalui peraturan perundag-undangan yang mengatur 

penyelenggara negara dan kehidupan masyarakat. Dengan 

demikian Amandemen UUD 1945 yang bersifat mendasar 

tentu akan berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan 

perundang-undangan serta materi muatannya.
17

  

Dalam suatu negara hukum dikenal kata demokrasi, 

demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti 

rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 

diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal 

sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh 

                                                           
16

 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011), hlm. 10. 
17

 Ibid, hlm. 20. 
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pemerintah negara tersebut. Menurut Munir Fuady dalam 

Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud 

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu 

negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, 

kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalan 

kehidupannya maupun dalam berpatisipasi terhadap 

kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta 

dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya 

kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang-

ruang publik  maupun melalui wakil-wakilnya yang telah 

dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang 

dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga 

sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari 

rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat 

(from the people by the people to the people).
18

 

Dengan demikan, sistem demokarasi merupakan sistem 

yang paling ideal didalam menjamin hak-hak masyarakat. 

Namun, karena kebutuhan praktis dan gagasan demokrasi 

perlu adanya prosedur perwakilan atau lembaga parlemen.
19

 

Trias politika memiliki konsep dasar yaitu kekuasaan di suatu 

negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan 

politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara 

yang berbeda, Atas dasar kebutuhan tersebut, kekuasaan 

                                                           
18

 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), hlm. 2. 
19

 Bintan R. Siragih, Lembaga Perwakian dan Pemilihan Umum di 

Indonesia, (Jakarta: Griya Media Pratama ,1987), hlm. 79. 
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pemerintah dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi, dalam hal 

ini Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan pemeritah 

terdiri atas fungsi fungsi legislatif (the legislative funcition), 

eksekutif (the executive or administrative funcition) dan 

yudikatif (the judicial funcition).
20

 Dengan demikian, 

terpisahnya tiga kewenangan tersebut diharapkan  

memunculkan mekanisme check and balances. Dalam negara 

yang menganut demokrasi, pembagian ketiga fungsi tersebut 

tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya yang 

berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan tersebut 

tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui 

konstitusi yang mewakilinya.  

Pada masa modern ini, demokrasi langsung tidak 

mungkin dilaksanakan dikarenakan dianggap tidak praktis, 

maka karena alasan praktis gagasan demokrasi tidak langsung 

dianggap perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari 

sinilah muncul sistem perwakilan rakyat atau kumpulan wakil 

rakyat yang sering disebut dengan parlemen atau lembaga 

legislatif. Istilah parlemen dan legislatif memiliki kesamaan 

terhadap arti yang dimaksudkan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Miriam Budiarjo sebagai berikut:
21

 

Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah 

satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau membuat 

undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah 

                                                           
20

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 283. 
21

 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 315. 
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Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” 

(untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama 

lain adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan 

unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain 

mengutamakan representasi atau perwakilan anggota-

anggotanya dan dinamakan People’s Representative 

Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi 

apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan 

bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang 

berdaulat. 

 

Menurut Alfred Lipjhart, perwakilan di artikan sebagai 

hubungan antara wakil dengan terwakil dimana wakil 

memegang kewenangan dalam melakukan tindakan yang 

berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan 

terwakil.
22

 Melalui pendapat tersebut, diartikan bahwa 

kedaulatan melakukan sebuah kesepakatan ada di tangan 

rakyat. Wakil merupakan pengejewantahan aspirasi rakyat. 

Rousseau yang merupakan pelopor gagasan kedaulatan tidak 

sepakat dengan adanya sistem perwakilan, tetapi lebih sepakat 

dan mencita-citakan suatu bentuk demokrasi langsung, 

dimana rakyat secara langsung merundingkan serta 

memutuskan soal-soal kenegaraan dan politik.
23

 Namun 

dalam perkembangannya, demokrasi langsung dinilai kurang 

tepat untuk diterapkan, dikarenakan luas wilayah yang 

semakin bertambah, jumlah penduduk yang makin banyak 

                                                           
22

 Toni Andrianus Pito dkk (Pen.), Mengenal Teori-teori Politik dari 

Sistem Politik Sampai Korupsi, (Bandung: Nuansa Cendikiawan, 2013), hlm. 

102. 
23

 A.Rahman.H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2007), hlm. 124. 
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dan masalah kengaraan yang semakin rumit. Oleh karena itu, 

lebih tepat untuk menerapkan demokrasi perwakilan. 

Sedangkan untuk konsep perwakilan menurut Alfred Lipjhart 

yaitu setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu 

yang akan menjamin keabsahan sebagai wakil, dan setiap 

wakil dituntut untuk mempunyai kemampuan yang 

diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap yang 

diwakili.
24

 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan 

atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. 

Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman 

kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi.
25

 Menurut Kelsen, hukum adalah 

sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia 

yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan 

yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan 

                                                           
24

 Toni Andrianus Pito dkk (Pen.), Mengenal Teori... hlm. 104. 
25

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan 

Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. 
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dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu.  Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.
26

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum 

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan 

oleh Negara terhadap individu.
27

 

3. Teori Suprastruktur Politik dan Infrastuktur Politik 

Pada umumnya sistem politik yang berlaku disetiap 

negara meliputi dua struktur kehidupan politik yaitu: 

a. Infra Struktur Politik 

Infra struktur politik merupakan struktur politik 

masyarakat, artinya struktur, atau bangunan yang tidak 

nampak secara jelas, atau tidak terlihat jelas wujudnya. 

Namun, keberadaannya dapat dirasakan karena adanya 

fungsi-fungsi yang mengalir. Oleh karena itu, infra struktur 

politik dalam kenyataannya dapat mempengaruhi pemerintah, 

                                                           
26

 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 

2008), hlm. 158. 
27

 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: 

Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.  
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dengan cara masyarakat mengemukakan, menyalurkan 

tuntutan, dukungan, dan masalah lainnya yang menyangkut 

dengan kepentingan umum. Infra struktur politik suatu negara 

pada umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu partai 

politik (political party), kelompok kepentingan (interest 

group), kelompok penekan (pressure group), media 

komunikasi politik (political communication media), dan 

tokoh politik (political figure).
28

 

Pada setiap sistem politik akan ditemui berbagai struktur 

politik. Sebab, struktur politik adalah suatu pola peranan yang 

saling mengaitkan antara orang dan organisasi yang saling 

mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam situasi 

ini relatif mempunyai unsur-unsur yang stabil, dinamis, dan 

sejalan dengan infrastruktur politik di Indonesia yang meliputi 

keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dibidang politik 

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan 

dengan pemerintahan. Dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat guna menghindari 

kebingungan yang bisa timbul antara tujuan-tujuan struktur 

yang bersifat formal dengan fungsi-fungsi politik yang secara 

aktual dijalankan.
29

 

 

                                                           
28

 Arif Rahman, Sistem Politik Indonesia, (Surabaya: Penerbit SIC, 

2002), hlm. 91. 
29

 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: PT. 

Buku Kita), hlm. 83. 
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b. Suprastuktur Politik
30

 

Fungsi-fungsi Negara atau pemerintah dapat dilakukan 

dengan beberapa struktur, atau dengan satu struktur. Apabila 

dalam penyelenggaraan fungsi Negara terpusat pada satu 

tangan atau struktur, maka biasanya dilakukan oleh seorang 

dictator atau kerajaan absolut. Tetapi, apabila 

penyelenggaraan fungsi Negara dilakukan dengan pemisahan 

atau adanya pembagian fungsi Negara kepada beberapa 

struktur Negara yang satu sama lain terpisah dan berdiri 

sendiri, maka biasanya berlaku di negara yang menganut 

sistem demokratis. Secara harfiah, pembagian kekuasaan 

adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh 

Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dan 

sebagainya) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga 

Negara untuk meghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) 

pada satu pihak atau lembaga. 

Ide pembagian kekuasaan tersebut bersumberkan 

pertama, pada pendapat John Locke, dalam bukunya yang 

berjudul Two Treaties of Government yang terbit tahun 1690 

mengusulkan agar kekuasaan didalam Negara itu dibagi 

dalam organ-organ Negara yang mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda. Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-

wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaa-

kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu: 
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1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang) 

2) Kekuasaan Eksekutif (menjalankan undang-undang) 

3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik 

dengan negara-negara lain) 

Pendapat John Locke ini mendasari muncul pembagan-

pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk 

menghindari adanya kekuasaan (absolut) dalam suatu Negara. 

Kedua, pada pendapat Montesquieu. Ia seorangpemikir 

berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang 

disebut Trias Politica. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya 

Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan 

Negara ke dalam tiga organ, yaitu: 

1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang) 

2) Kekuasaan Eksekutif (menjalankan undang-undang) 

3) Kekuasaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran 

atas undang-undang) 

Dalam teori pembagian kekuasaan menurut John Locke 

dan Montesquieu yang dikemukakan di atas, ternyata ada dua 

aspek penafsiran, yaitu “separation of power dan distribution 

of power”. Konsep separation of power di artikan sebagai 

pemisahan secara tegas fungsi legislative, eksekutif, dan 

yudikatif. Oleh karena lembaga politik tersebut menjalankan 

fungsinya masing-masing maka tidak terjadi overlapping 

dalam menjalankan fungsinya. Ketiga lembaga memiliki 

kekuasaan yang sama kuat dan tidak ada celah untuk saling 

mencampuri, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam 
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kekuasaan. Adapun konsep distribution of power diartikan 

sebagai “pembagian kekuasaan”. Penafsiran mengenai 

pembagian kekuasaan yaitu bahwa masing-masing lembaga 

politik mendapat porsi atau bobot tugas yang sama atau 

seimbang, atau juga mungkin pembagian pembagian 

kekuasaan tidak seimbang antara kekuasaan eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. 

Dalam ketatanegaraan Indonesia sendiri, istilah 

pemisahan kekuasaan (separation of power) itu sendiri 

cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu 

secara absolute. Menurut UUD 1945, konstitusi kita tidak 

secara murni atau utuh mengikuti konsep teori " separation of 

power” seperti dalam Trias Politika, tetapi lebih cenderung 

mengikuti konsep “distribution of power”. Pembagian 

kekuasaan ketiga lembaga politik tersebut terdapat celah 

untuk saling bekerja sama. Seperti misalnya, kerja sama 

antara legislatif dan eksekutif dalam hal penetapan setiap 

RUU mendapat ketetapan dibahas secara bersama-sama. 

Menurut Hans Kelsen teori teori dan pandangan-

pandangan tersebut sebagai fiksi politik tentang pembagian 

berdasarkan karakteristik parlemen di negara-negara 

tersebut.
31

 Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat harus 

merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Untuk 

membangun keterwakilan yang sesungguhnya sesuai 

kehendak rakyat tidak cukup hanya dengan bahwa wakil 
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ditunjuk atau dipilih oleh yang diwakili tetapi wakil harus 

menuruti kehendak yang diwakili. Dalam parlemen terdapat 

beberapa sifat-sifat perwakilan yang dipraktekan di berbagai 

negara domokrasi, yaitu:
32

 

1) Perwakilan Politik (Political Representation) 

2) Perwakilan Fungsional (Functional Representation) 

3) Perwakilan Teritorial (Teritorial Representation) 

 

F. Metode Penelitian  

Dalam menganalisa suatu penelitian, dibutuhkan beberapa 

metode penilitian dengan tujuan untuk mempermudah dalam 

mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun 

skripsi ini, maka penyusun menberikan beberapa hal yang 

berkaitan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian. 

Dalam Penilitian ini menggunakan jenis penilitian pustaka 

(library research) yakni menggunakan bahan pustaka sebagai 

sumber data utama, artinya bahan hukum yang dikumpulkan 

berasal dari kepustakaan baik berupa buku, literatur, jurnal 

ilmiah, website internet, dan lainnya.
33

 

2. Sifat Penelitian. 

Sesuai dengan jenis penelitian, penilitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat preskriptif analitik, yaitu 

menempatkan kondisi dan hasil Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi 

Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum terhadap Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian 

menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan 

yang kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk 

menerapkan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam 

hukum positif dengan cara mencari bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian ini.
34

 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data yang 

diperoleh disistemasikan sesuai pembahasan kemudian 

dianalisis unutk menjawab pokok masalah.
35

 Adapun data 

yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam 

penilitian, dan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat 
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bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa 

peraturan perundangan-undangan yang mengikat dan 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
36

 Bahan hukum 

primer dalam hal ini antara lain sebagai berikut:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2007 tentang 

Pemilihan Umum; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi; 

4) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-

XVI/2018; 

5) Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya 

yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam 

penelitian ini. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber penunjang 

dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

sumber sekunder yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, 

makalah, maupun artikel-artikel lainnya yang 

berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang 

memberikan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti: 

seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah, 
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dan beberapa sumber yang berasal dari internet yang 

berkaitan dengan pemasalahan dalam penelitian ini.
37

 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
38

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk 

menganalisis dan mengelola data tertentu sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang 

diteliti.
39

 Penyusun menggunakan cara deduktif, yaitu dengan 

dengan memahami kualitas data yang diperoleh, yang 

kemudian dianalisis secara mendalam terkait dengan Putusan 

MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 untuk kemudian mendapatkan 

jawaban atas permasalahan terhadap persoalan yang diteliti 

dari data yang diperoleh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini 

menjadi lebih terarah. Penyusunan dan pembahasan skripsi ini 

dikelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri 

dari sub-sub bab. Dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar 

dalam penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari bab ini 

                                                           
37

 Roni Hanijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 64. 
38

 Ibid., hlm. 64. 
39

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 223. 



27 

 

akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan 

skripsi ini. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penilitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

yang menjelaskan gambaran secara umum penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua akan memaparkan mengenai tinjauan umum 

yang meliputi: pertama tentang Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia (DPD RI), dimana didalamnya membahas 

sejarah, wewenang, dan keanggotaan DPD RI. Kedua tentang 

Partai Politik, dimana di dalamnya membahas pengertian partai 

politik, peran dan fungsi partai politik, dan partai politik dalam 

keterwakilan. 

Bab ketiga akan membahas mengenai objek yang menjadi 

kajian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf l Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang akan dimulai dari 

kewenangan MK, dan tinjauan umum tentang Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 

182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umun. 

Bab keempat merupakan bagian utama dalam penyusunan 

skripsi ini yaitu sampai pada tahap analisa. Dalam analisa ini 

penyusun memaparkan tentang Pertimbangan majelis hakim 

dalam Putusan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materi Pasal 182 Huruf l 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan 

skripsi ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

serta dalam bab ini penyusun melampirkan berbagai lampiran 

guna mendukung kesempurnaan dari penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

XVI/2018 adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya 

dengan menyatakan frasa “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf l 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai 

politik. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi, 

yaitu pertama, DPD merupakan representasi daerah yang 

membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan 

daerah dalam kerangka kepentingan nasional. Kedua, 

berdasarkan proses pembahasan ketika merumuskan 

pelembagaan DPD, untuk pengisian DPD haruslah berasal dari 

luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-

tokoh daerah yang sesungguhnya memahami kebutuhan 

daerahnya. Ketiga, berdasarkan persyaratan anggota DPD 

tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau berasal dari 

partai politik ditujukan guna mencegah terjadinya distorsi 

politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double 

representation). Keempat, Mahkamah Konstitusi sejak 
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putusan pertamanya yang berkaitan dengan keanggotaan DPD 

menunjukan pendiriannya secara konsisten dalam menjaga 

hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945, 

bahwa anggota DPD berasal dari partai politik. Kelima, 

mengingat Pasal 182 UU Pemilu tidak secara tegas 

menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik 

untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sebagai 

pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menegaskan 

kembali pendiriannnya bahwa pengurus partai politik yang 

menjadi anggota DPD bertentangan dengan UUD 1945. 

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-

XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

memunculkan dampak hukum yaitu dengan keluarnya 

Peraturan Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan 

kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota 

DPD. Perubahan yang mendasar dapat dilihat dalam Pasal 

60A, yang merupakan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

untuk menjalankan Putusan a quo. Dalam pasal tersebut 

menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal 

dari partai politik baik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi, 

ataupun tingkat daerah kabupaten/kota. Jika ada yang menjadi 

pengurus partai politik, diwajibkan mengundurkan diri dari 

kedudukannya sebagai pengurus partai politik dengan 

menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai 

politik dan menyampaikan keputusan pimpinan partai politik 
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tentang pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai 

pengurus partai politik yang paling lambat disampaikan satu 

hari sebelum penetapan daftar calon tetap. Jika surat 

pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai 

politik tidak sampaikan sesuai ketentuan, maka bakal calon 

anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan 

konsekuensi namanya tidak akan dicantumkan dalam DCS 

ataupun DCT.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut, maka ada 

beberapa saran yang dapat penyusun berikan yaitu:  

1. Untuk para pembentuk undang-undang diharapkan dapat dan 

mampu merevisi dengan tujuan agar substansi pengaturan 

lebih jelas terkait dengan persyaratan sebelum dan sesudah 

menjadi anggota DPD, agar ke depannya tidak ada 

kepentingan lain yang dapat menganggu tugas dan wewenang 

anggota DPD. 

2. Untuk anggota DPD yang terpilih dalam Pemilihan Umum 

Tahun 2019, ke depannya diharapkan terdapat sosialisasi, 

dengan tujuan agar terdapat kejelasan apa yang dilakukan dan 

dilarang sesudah menjadi anggota DPD sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan bagaimana sanksi jika melanggar 

ketentuan tersebut, sehingga ke depannya keberadaan DPD 

sebagai perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan 

daerahnya di pusat berjalan dengan baik. 
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